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Abstrak

Acrtikel ini mendiskusikan tentang Pelestarian lingkungan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar
hutan adalah dua masalah utama yang dapat diselesaikan dengan wakaf hutan lindung. Kabupaten Rokan
Hulu di Riau, yang memiliki banyak hutan lindung dan penduduknya bergantung pada sumber daya alam,
merupakan contoh yang relevan dari penggunaan wakaf tanah sebagai alat untuk menggabungkan

keuntungan ekologis dan ekonomi. Konsep wakaf menjadi cara kreatif untuk menjaga kelestarian hutan
lindung sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena melarang aset dijual atau dimanfaatkan.
Penelitian ini menemukan potensi wakaf hutan lindung untuk mendukung konservasi ekosistem dan
memberikan peluang ekonomi kepada masyarakat melalui agroforestri dan ekowisata. Terbukti bahwa model
pengelolaan yang menggabungkan elemen ekologi dan ekonomi berhasil mempertahankan keberlanjutan
lingkungan dan memberi kesempatan kepada masyarakat setempat. Selain itu, untuk memastikan
pengelolaan yang optimal dan berkelanjutan, pemerintah, lembaga wakaf, sektor swasta, dan masyarakat
lokal harus bekerja sama. Dengan penerapan kebijakan yang tepat, wakaf tanah hutan lindung dapat menjadi
cara yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan di Rokan
Hulu serta mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan nasional dan internasional.
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This article discusses that environmental preservation and economic empowerment of forest communities
are two major problems that can be solved by wagf for protected forests. Rokan Hulu Regency in Riau, which
has many protected forests and whose population depends on natural resources, is a relevant example of
using land waqf as a tool to combine ecological and economic benefits. The waqgf concept is a creative way
to preserve protected forests while improving community welfare as it prohibits assets from being sold or
utilized. This research discovers the potential of protected forest waqgf to support ecosystem conservation
and provide economic opportunities to communities through agroforestry and ecotourism. It is evident that
management models that combine ecological and economic elements are successful in maintaining
environmental sustainability and providing opportunities to local communities. Furthermore, to ensure
optimal and sustainable management, the government, wagf institutions, the private sector and local
communities must work together. With proper policy implementation, wagf of protected forest land can be a
sustainable way to improve community welfare and environmental preservation in Rokan Hulu and support
national and international sustainable development goals.
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PENDAHULUAN

Untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan kelestarian sumber daya alam, hutan lindung adalah salah
satu komponen ekosistem yang sangat penting. Namun, kawasan lindung ini sering kali tidak digunakan
dengan baik, yang menghilangkan potensi keuntungan ekonomi dan ekologi bagi masyarakat sekitar (Mcneely,
2020). Pemanfaatan lahan hutan lindung yang diwakafkan untuk menyediakan mata pencaharian yang
berkelanjutan dan konservasi lingkungan adalah salah satu solusi potensial untuk masalah ini (Walde et al.,
2019).

Untuk kepentingan penduduk setempat, wakaf, sistem wakaf Islam yang terkenal, dapat membantu
mengatur dan mengoptimalkan penggunaan hutan lindung (Farhana Mohamad Suhaimi & Ahmad Fatin
Mohamad Suhaimi, 2020). sistem wakaf telah lama membantu pembangunan sosial dan kesejahteraan
masyarakat. Masjid, sekolah, rumah sakit, dan program pertanian semuanya telah didukung oleh lembaga
filantropi ini (Sukmana, 2020). Tanah wakaf dapat digunakan untuk ekowisata, kehutanan berkelanjutan, dan
pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat. Ini memberikan peluang ekonomi sekaligus melestarikan
integritas ekologi wilayah lindung (Wiratno et al., 2022).
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Masyarakat sekitar dapat memperoleh manfaat dari penggunaan sumber daya secara berkelanjutan
dengan mengintegrasikan sistem Wakaf dengan pengelolaan lahan hutan lindung (Hong & Saizen, 2019).
Pemanfaatan lahan hutan lindung Wakaf dapat menjadi cara yang bagus untuk mempertahankan lingkungan
dan meningkatkan pendapatan komunitas setempat. Selain itu, masyarakat yang tinggal di sekitar hutan
lindung biasanya bergantung pada sumber daya alam dari hutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka
(Kien et al., 2024). Mereka rentan terhadap kemiskinan karena mereka tidak memiliki akses ke lahan produktif
dan memiliki sedikit peluang ekonomi. Hal ini menyebabkan konflik kepentingan antara kebutuhan ekonomi
masyarakat dan pelestarian hutan, yang seringkali mengakibatkan kerusakan hutan. Sistem Wakaf dapat
memainkan peran penting dalam mengelola dan memanfaatkan lahan hutan lindung secara berkelanjutan untuk
mengatasi masalah ini (Oldekop et al., 2019).

Kegiatan ekonomi seperti ekowisata, kehutanan berkelanjutan, dan pengelolaan sumber daya alam
berbasis masyarakat dapat menghasilkan mata pencaharian alternatif dan pendapatan bagi masyarakat sekitar
melalui penggunaan lembaga wakaf (Phelan et al., 2020). Berbagai penelitian, seperti Ardiyansyah & Kasdi
(2021), Munawar & Mufraini (2021), dan Hayati et al. (2022), telah menunjukkan bahwa wakaf produktif
sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi. Manfaat wakaf yang
dikelola dengan baik meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi, pelatihan
keterampilan, dan penyediaan modal usaha, menurut studi tentang Wakaf Produktif di Daaru (Munawar &
Mufraini, 2021).

Ada kemungkinan bahwa wakaf dapat membiayai beasiswa, operasi pendidikan, dan pemeliharaan
infrastruktur, menurut penelitian tambahan tentang Model Pengelolaan Wakaf Tunai untuk Perguruan Tinggi
(Muayyad & Jatmiko, 2021).

Salah satu solusi potensial untuk mengatasi masalah ini adalah waqaf tanah hutan lindung (Negasi,
2017). Wakaf tanah memungkinkan pengelolaan berkelanjutan lahan hutan lindung untuk mendukung
pertumbuhan ekonomi masyarakat tanpa mengganggu fungsi ekologisnya (Ab Ghani et al., 2021). Konsep
wakaf dalam Islam menekankan bahwa aset wakaf tidak dapat ditransfer atau dibeli, tetapi hasilnya dapat
digunakan oleh masyarakat dalam jangka panjang. Negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura juga telah
berhasil membangun bangunan komersial di atas tanah wakaf (Laila et al., 2023). Di Mesir, properti Wakaf,
yang terdiri dari bangunan dan lahan pertanian, disewakan atau disewakan kembali kepada pihak yang ingin
bekerja dengan sistem bagi hasil, yang menghasilkan uang untuk berbagai bisnis (Ibrahim et al., 2023).

Teori wakaf telah banyak dipelajari, terutama di bidang properti, pendidikan, dan Kesehatan (Alshater
et al., 2022). Namun, penelitian yang ada lebih banyak berfokus pada pengelolaan wakaf secara ekonomi, dan
sedikit penelitian yang mempelajari manfaat wakaf tanah hutan lindung sebagai alat pemberdayaan ekonomi
dan pelestarian lingkungan (Fauzi et al., 2022). Dengan melihat kemungkinan pengelolaan hutan lindung
berbasis wakaf yang dapat menawarkan mata pencaharian berkelanjutan bagi masyarakat sekitar sambil
mempertahankan keseimbangan ekologi wilayah lindung, makalah ini bertujuan untuk mengisi celah ini .

Tidak banyak penelitian ilmiah yang memeriksa model pengelolaan wakaf tanah hutan yang dapat
menyeimbangkan kepentingan ekonomi masyarakat dan kelestarian ekologi. Akibatnya, ada ruang untuk
penelitian yang perlu dilakukan, terutama dalam mengembangkan pendekatan wakaf yang holistik dan
integratif untuk menyelesaikan masalah lingkungan dan sosial yang terkait dengan hutan lindung. Lahan hutan
lindung dapat dikelola sehingga dapat melestarikan fungsi ekologi hutan sambil menghasilkan keuntungan
ekonomi bagi masyarakat sekitar dengan menggunakan sistem wakaf.

Studi ini akan menyelidiki pertanyaan-pertanyaan berikut untuk menemukan jawaban atas perbedaan
ini: Bagaimana sistem wakaf dapat digunakan untuk mengelola lahan hutan lindung secara berkelanjutan
dengan mengimbangi pembangunan ekonomi dan konservasi lingkungan? Apa saja peluang bisnis dan karir
yang dapat dihasilkan dari pemanfaatan lahan hutan lindung berbasis wakaf ?

Bagaimana memanfaatkan wakaf tanah hutan lindung sebagai alat untuk menjaga kelestarian ekosistem
hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan adalah masalah utama yang dihadapi.
Tantangan ini berkaitan dengan beberapa hal, seperti kurangnya model pengelolaan wakaf yang efisien,
kurangnya pemahaman masyarakat tentang potensi wakaf, dan kurangnya regulasi yang jelas tentang
pengelolaan tanah wakaf di kawasan hutan lindung. Banyak hutan lindung di seluruh dunia mengalami masalah
seperti perambahan, pembalakan liar, dan kebakaran hutan karena tekanan ekonomi dari masyarakat sekitar.

Kebutuhan akan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat membuat pemanfaatan
wakaf tanah hutan lindung menjadi sangat penting. Pertama, hutan lindung memainkan peran penting dalam
menjaga keanekaragaman hayati, memberikan air bersih, dan mengurangi perubahan iklim. Kerusakan hutan
lindung dapat mengancam stabilitas lingkungan baik di tingkat lokal maupun internasional. Kedua, dengan
menggunakan gagasan wakaf, masyarakat yang tinggal di sekitar hutan dapat memperoleh keuntungan
finansial melalui pemanfaatan lahan hutan secara berkelanjutan, seperti kegiatan agroforestri atau ekowisata,
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tanpa merusak ekosistem hutan.

Dalam situasi seperti ini, pengembangan wakaf tanah hutan lindung sebagai solusi ekologis dan ekonomi
sangat penting, terutama di Indonesia, di mana banyak hutan lindung dan orang-orang yang tinggal di
sekitarnya.

Avrtikel ini ditujukan kepada: mengidentifikasi potensi penggunaan wakaf hutan lindung sebagai alat
untuk pelestarian ekologi dan peningkatan ekonomi komunitas sekitar. mengevaluasi model untuk pengelolaan
wakaf hutan lindung yang dapat secara berkelanjutan menggabungkan elemen ekologi dan ekonomi.
menawarkan saran kebijakan dan praktik yang dapat diterapkan untuk memaksimalkan wakaf tanah hutan
lindung dalam rangka pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

METODE

Pendekatan Penelitian: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Tujuan penelitian
ini adalah untuk memahami dan menjelaskan secara menyeluruh tentang pemanfaatan wakaf tanah hutan
lindung sebagai solusi ekologis dan ekonomi bagi masyarakat. Pendekatan ini cocok untuk menggali fenomena
yang kompleks dan kontekstual terkait dinamika antara masyarakat, hutan lindung, dan aspek wakaf dalam
konteks lokal.

Penelitian dilakukan di Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Wilayah ini adalah
hutan lindung dan masyarakat lokal bergantung pada sumber daya hutan. Fokus penelitian meliputi: Hutan
lindung dikelola oleh pemerintah, lembaga wakaf, dan pengelola hutan (Marnelly et al., 2023). Hutan adalah
sumber mata pencaharian masyarakat lokal. Tokoh agama dan pihak yang terlibat dalam pengelolaan wakaf
Studi ini akan meneliti bagaimana pemanfaatan wakaf tanah berdampak pada aspek ekologi dan ekonomi
masyarakat sekitar (Zainal et al., 2024).

Pengumpulan Data: Berikut ini adalah beberapa metode yang digunakan untuk mengumpulkan data: a.
Wawancara Mendalam: Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan beberapa kelompok penting,
seperti Pejabat pemerintah daerah yang bertanggung jawab untuk menjaga wilayah hutan lindung
Organisasi wakaf, seperti nazhir atau badan wakaf, bertanggung jawab untuk menjalankan wakaf tanah di
daerah tersebut. komunitas lokal, terutama mereka yang bekerja untuk bisnis yang bergantung pada hutan
lindung, seperti pertanian dan ekowisata. ahli agama dan komunitas yang memahami konsep wakaf dan
fungsinya untuk pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat (Zainal et al., 2024).

Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mendapatkan pemahaman tentang perspektif, pengalaman, dan
peran masing-masing kelompok dalam menjalankan wakaf tanah di hutan lindung (Fauzi et al., 2022). b.
Observasi Lapangan: Peneliti akan melakukan observasi langsung di kawasan hutan lindung yang diwakafkan
untuk melihat bagaimana masyarakat menggunakan lahan tersebut dan bagaimana hal itu berdampak pada
Kegiatan ekonomi di hutan lindung Tingkat partisipasi masyarakat dalam konservasi lingkungan Kondisi
ekologis hutan setelah wakaf diterapkanObservasi akan mencatat praktik pemanfaatan tanah yang
berkelanjutan dan bagaimana hal itu berdampak pada kesejahteraan ekonomi masyarakat dan lingkungan. c.
Studi Dokumen: Dokumen yang relevan akan dikumpulkan, yang mencakup:Peraturan dan kebijakan
pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan hutan lindung dan wakaf tanah Laporan pengelolaan wakaf
dari badan wakaf atau lembaga terkait, termasuk statistik ekonomi lokal seperti tingkat pendapatan masyarakat
dan penggunaan lahan di sekitar hutan lindung. Studi dokumen bertujuan untuk meningkatkan analisis dari
perspektif kerangka regulasi dan kebijakan (Gunawan et al., 2022).

Teknik Analisis Data: Teknik analisis tematik akan digunakan untuk menganalisis data yang
dikumpulkan, yang mencakup beberapa langkah: Reduksi data: Menyederhanakan data dari observasi,
dokumen, dan wawancara menjadi topik utama yang relevan dengan tujuan penelitian.
Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang hubungan antara pemanfaatan wakaf tanah,
kelestarian ekosistem, dan kesejahteraan masyarakat, data akan dikategorikan dan dikategorikan sesuai dengan
tema (Hapsari et al., 2022).

HASIL DAN PEMBHASAN
Menentukan Potensi Pemanfaatan Wakaf Tanah Hutan Lindung sebagai Instrumen untuk Pelestarian
Ekologi dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sekitar

Studi ini menemukan bahwa wakaf hutan lindung di Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, memiliki
potensi besar untuk membantu pelestarian ekologi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa
kemungkinan utama ditemukan dari wawancara dan pengamatan lapangan:

Potensi Ekologis: Hutan lindung yang diwakafkan memiliki keanekaragaman hayati yang luar biasa dan
memainkan peran yang penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem lokal. Memanfaatkan tanah ini
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dengan benar dapat membantu menjaga spesies endemik dan menjaga siklus hidrologi daerah. Dengan
menjaga fungsi ekologis hutan, juga dapat mengurangi risiko bencana alam seperti banjir dan longsor.

Potensi Ekonomi: Masyarakat di sekitar hutan lindung bergantung pada hutan untuk kebutuhan sehari-
hari mereka, baik melalui hasil hutan non-kayu seperti madu, rotan, dan buah-buahan hutan, maupun melalui
pemanfaatan lahan untuk pertanian agroforestry (Sukmana, 2020). Pengelolaan hasil hutan yang berbasis
wakaf memungkinkan penggunaan hasil hutan secara lebih berkelanjutan, yang memungkinkan masyarakat
lokal untuk memperoleh lebih banyak uang tanpa mengganggu lingkungan (Li et al., 2022).

Wakaf tanah di hutan lindung dapat menjadi alat strategis untuk mendukung agenda pembangunan dan
pelestarian lingkungan yang berkelanjutan karena dapat menciptakan model pemberdayaan ekonomi yang
berkelanjutan di mana masyarakat tidak hanya memperoleh keuntungan finansial tetapi juga menjaga
ekosistem hutan (Wijaya, 2023).

Observasi ini dilakukan di wilayah hutan lindung yang telah diwakafkan. Tujuan dari penelitian ini
adalah untuk melihat bagaimana masyarakat memanfaatkan lahan dan bagaimana hal itu berdampak pada
ekosistem. Agroforestri dan ekowisata adalah sektor ekonomi utama di daerah ini. Beberapa petani
memanfaatkan lahan secara berkelanjutan dengan menanam tanaman produktif seperti kopi dan kakao di
bawah tegakan pohon hutan tanpa menebang pohon besar. Wisata alam juga mulai berkembang, dengan jalur
wisata yang dibuka untuk pengunjung yang menawarkan pengalaman alam seperti trekking dan pelatihan
lingkungan.

Masyarakat sangat terlibat dalam menjaga kelestarian hutan. Masyarakat setempat menjaga hutan,
membersihkan lingkungan dari sampah, dan menanam kembali wilayah yang telah terdegradasi. Setelah
program wakaf ini dimulai, masyarakat akan lebih menyadari pentingnya menjaga hutan, terutama karena
keuntungan ekonomi yang dirasakan langsung.

Peniliti melakukan wawancara dengan dua belas orang, termasuk nazhir (pengelola wakaf), anggota
masyarakat lokal, dan tokoh agama di Kabupaten Rokan Hulu, untuk mendapatkan pemahaman tentang
penggunaan wakaf hutan lindung sebagai solusi ekologis dan ekonomi.

Nazhir menekankan bahwa Wakaf hutan lindung memiliki potensi besar untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat sambil mempertahankan kelestarian lingkungan. Namun, mereka juga mengakui
bahwa ada masalah dengan peraturan dan bahwa masyarakat kurang memahami konsep wakaf produktif.
Masyarakat lokal yang terlibat dalam aktivitas pertanian dan ekowisata mendukung inisiatif ini. Mereka
menyatakan bahwa produk hutan dan peluang pariwisata mendorong ekonomi hutan. Mereka juga
mengharapkan lebih banyak bantuan dan pelatihan untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan.

Tokoh agama dan komunitas, di sisi lain, menekankan pentingnya pemahaman yang lebih mendalam
tentang wakaf di kalangan masyarakat. Mereka percaya bahwa wakaf tanah dapat menjadi alat yang kuat untuk
memberdayakan ekonomi. Namun, mereka menekankan bahwa agar manfaatnya dirasakan oleh semua pihak,
prinsip agama dan praktik pelestarian lingkungan harus bekerja sama.

Nazhir atau pengelola wakaf menekankan dalam wawancara lanjutan betapa pentingnya dukungan dari
pemerintah dan lembaga terkait untuk memfasilitasi pengelolaan wakaf tanah hutan lindung.

"Regulasi yang lebih jelas dan pendampingan teknis dari pemerintah sangat diperlukan, terutama
dalam menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi dan ekologis," kata salah satu nazhir (Budianto, 2024).

Selain itu, mereka menekankan bahwa program pelatihan yang lebih komprehensif diperlukan agar
masyarakat memahami konsep wakaf yang menguntungkan dan pengelolaan hutan yang ramah lingkungan.

Sebaliknya, beberapa masyarakat lokal, terutama petani yang bergantung pada hutan, menunjukkan
kesulitan keuangan yang mereka hadapi.

"Kami sangat terbantu dengan adanya hasil hutan, namun terkadang kami kurang memahami
bagaimana cara mengelola sumber daya ini tanpa merusak lingkungan," kata salah satu petani (Sartono, n.d.).

Wakaf ini dapat membantu, tetapi kami membutuhkan pelatihan dan pendampingan lebih lanjut. Mereka
berharap program ini akan memungkinkan pendanaan mikro yang berkelanjutan dan meningkatkan akses
pasar. Menurut tokoh agama yang diwawancarai,

"Wakaf bukan hanya soal ekonomi, tapi juga ibadah yang harus menjaga kemaslahatan umat dan
lingkungan.(Sarimuda, 2023)"

Masyarakat harus disadarkan bahwa menjaga hutan melalui wakaf merupakan bagian dari kewajiban
kita kepada Allah dan alam.

Beberapa dokumen penting telah dikumpulkan dan dianalisis untuk meningkatkan pemahaman tentang
penggunaan wakaf tanah hutan lindung di Kabupaten Rokan Hulu. Pertama, acuan utama adalah peraturan dan
kebijakan pemerintah terkait wakaf tanah dan pengelolaan hutan lindung (“Volume 29 Number 2 2021, 2021).
Landasan hukum yang jelas mengenai mekanisme wakaf tanah dan tanggung jawab pemeliharaan kawasan
hutan diberikan oleh dokumen seperti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang
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Pengelolaan Hutan Lindung dan Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004. Selain itu, peraturan ini
menetapkan standar pelestarian lingkungan untuk wakaf produktif (Nugroho et al., 2023).

Selain itu, statistik ekonomi lokal berasal dari dinas dan Badan Pusat Statistik (BPS). Tingkat
pendapatan masyarakat, tingkat kemiskinan, dan pola penggunaan lahan di sekitar hutan lindung adalah semua
bagian dari data ini. Data yang tersedia menunjukkan bahwa masyarakat yang hidup di sekitar kawasan hutan
sebagian besar bergantung pada pertanian dan sumber daya hutan sebagai sumber pendapatan mereka. Namun,
masyarakat yang terlibat dalam kegiatan agroforestri dan ekowisata yang dikelola secara berkelanjutan melihat
peningkatan pendapatan setelah penerapan wakaf.

Seorang ahli ekonomi syariah dari sebuah lembaga penelitian terkemuka mengatakan bahwa wakaf
tanah hutan lindung memiliki potensi besar untuk menjadi alat kreatif untuk pelestarian lingkungan dan
pemberdayaan ekonomi masyarakat (Supriatna et al., 2024). Menurutnya, "Wakaf memiliki keunikan dalam
hal perlindungan aset karena sifatnya yang tidak dapat diperjualbelikan, sehingga sangat ideal untuk diterapkan
pada kawasan hutan lindung (Supriatna et al., 2024)." Hal ini dapat memastikan kelestarian hutan dalam jangka
panjang dan mencegah alih fungsi lahan yang merusak (Farhana Mohamad Suhaimi & Ahmad Fatin Mohamad
Suhaimi, 2020).

Selain itu, laporan pengelolaan wakaf yang dibuat oleh badan wakaf dan lembaga terkait, seperti Badan
Wakaf Indonesia (BWI), memberikan gambaran tentang model pengelolaan tanah wakaf di kawasan hutan
lindung. Laporan ini mencakup informasi tentang tata kelola lahan, hasil produksi, dan efek sosial-ekonomi
dari program wakaf terhadap masyarakat setempat. Menurut dokumen-dokumen ini, wakaf hutan lindung
meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan melestarikan ekosistem.

Seorang ahli ekonomi syariah dari sebuah lembaga penelitian terkemuka mengatakan bahwa wakaf
tanah hutan lindung memiliki potensi besar untuk menjadi alat kreatif untuk pelestarian lingkungan dan
pemberdayaan ekonomi masyarakat (Fa et al., 2020). Menurutnya, "Wakaf memiliki keunikan dalam hal
perlindungan aset karena sifatnya yang tidak dapat diperjualbelikan, sehingga sangat ideal untuk diterapkan
pada kawasan hutan lindung." Hal ini dapat memastikan kelestarian hutan dalam jangka panjang dan
mencegah alih fungsi lahan yang merusak (Bsoul et al., 2022).

Selain itu, ahli tersebut menekankan bahwa pemanfaatan lahan wakaf harus menggabungkan aspek
ekonomi dan ekologi. "Pemanfaatan lahan hutan lindung untuk kegiatan yang berkelanjutan, seperti
agroforestri, ekowisata, atau budidaya tanaman bernilai ekonomi tinggi, bisa menjadi solusi bagi masyarakat
yang bergantung pada hutan." Oleh karena itu, kesejahteraan masyarakat dapat diperbaiki tanpa mengorbankan
kelestarian lingkungan (Fa et al., 2020).

Untuk mengelola wakaf hutan lindung, ia menekankan bahwa pemerintah, masyarakat lokal, dan
lembaga wakaf harus bekerja sama, "Model pengelolaan yang terencana dengan baik dan didukung
kebijakan pemerintah dapat memaksimalkan manfaat wakaf, baik untuk lingkungan maupun ekonomi
masyarakat sekitar (Huda & Santoso, 2022)."

Analisis Model Pengelolaan Wakaf Tanah Hutan Lindung Berkelanjutan yang Menggabungkan Aspek
Ekonomi dan Ekologi

Observasi langsung terhadap model pengelolaan wakaf tanah hutan lindung di Kabupaten Rokan Hulu
menunjukkan bahwa pendekatan berkelanjutan yang menggabungkan elemen ekonomi dan ekologi telah
menunjukkan hasil yang positif. Model ini menggabungkan agroforestri dan ekowisata untuk mengelola lahan
hutan lindung yang diwakafkan. Tanaman produktif seperti kopi dan rempah-rempah ditanam tanpa merusak
flora hutan asli, menjaga keanekaragaman hayati dan menghasilkan produk yang menguntungkan masyarakat.

Dari perspektif ekologi, penerapan agroforestri telah terbukti mempertahankan keseimbangan dalam
ekosistem (Shekmohammed, 2021). Hutan tidak hanya dilindungi dari kerusakan, tetapi juga dipulihkan
melalui program reboisasi. Hutan masih berfungsi sebagai pengatur ekosistem, melindungi sumber daya air,
dan menyediakan tempat tinggal bagi makhluk hidup (Mondal et al., 2023).

Sementara itu, masyarakat yang terlibat dalam kegiatan ini menghasilkan lebih banyak uang. Dengan
memanfaatkan keindahan alam hutan lindung, seperti trekking dan wisata edukasi lingkungan, model
ekowisata membantu masyarakat setempat mendapatkan uang tambahan.

Wawancara langsung dengan pengelola wakaf dan anggota masyarakat lokal yang terlibat dalam model
pengelolaan wakaf tanah hutan lindung di Kabupaten Rokan Hulu menghasilkan banyak pengetahuan penting
tentang bagaimana model ini dapat dipertahankan.

"Model agroforestri yang kami terapkan tidak hanya menjaga kelestarian hutan, tetapi juga
memberikan sumber penghidupan bagi masyarakat," kata salah satu pengelola wakaf (Firman, 2024).

Kami menjaga hutan terlindungi dengan menanam tanaman produktif seperti kopi, Petai, dan Jengkol
di bawah pohon-pohon besar.
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Dari perspektif ekonomi, seorang petani yang berpartisipasi dalam proyek wakaf ini mengatakan,
"Sebelum ada program ini, pendapatan kami sangat bergantung pada hasil hutan yang tidak berkelanjutan.
Sekarang, kami bisa mendapatkan hasil yang lebih baik dari tanaman tanpa merusak hutan.

" Masyarakat setempat mendapat manfaat langsung dari peningkatan pendapatan dari hasil pertanian
yang dikelola secara ramah lingkungan (Firman, 2024).

Orang-orang di masyarakat setempat juga menyatakan betapa pentingnya bagi komunitas untuk ikut
serta menjaga hutan. Mereka menyatakan bahwa "Kesadaran masyarakat untuk menjaga hutan meningkat
karena mereka melihat manfaat langsung dari pengelolaan yang baik. Selain itu, dukungan dari pihak wakaf
dan tokoh agama sangat membantu (Firman, 2024).

Pengelola wakaf menekankan pentingnya dukungan berkelanjutan dari berbagai pihak, terutama
pemerintah dan lembaga terkait, selama wawancara lanjutan.

"Pemerintah perlu memberikan regulasi yang lebih jelas dan insentif bagi masyarakat yang menjaga
hutan. Kami juga membutuhkan pelatihan lebih lanjut mengenai teknik pertanian yang ramah lingkungan
untuk menjaga keseimbangan ekosistem," kata salah satu pengelola (Firman, 2024).

Mereka berharap pemerintah, lembaga wakaf, dan masyarakat bekerja sama untuk mendukung model
ini.

Menurut seorang anggota masyarakat lokal yang terlibat dalam ekowisata, "Ekowisata memberikan
kami penghasilan tambahan tanpa harus merusak hutan. Kami mengelola jalur trekking dan memberikan
edukasi kepada pengunjung mengenai pentingnya menjaga alam. Ini membuat kami lebih bangga akan hutan
kami sendiri. Wakaf ini tidak hanya memberikan manfaat duniawi, tapi juga ukhrawi. Dengan menjaga
kelestarian alam melalui wakaf, kita menjalankan amanah dari Allah untuk memelihara bumi. Ini adalah
tanggung jawab moral dan spiritual yang harus kita jaga bersama," kata tokoh agama yang juga terlibat dalam
pengelolaan wakaf ini (Budiansyah, 2024).

Studi dokumen dan wawancara dengan pengelola wakaf dan pemerintah setempat menghasilkan
beberapa model manajemen wakaf tanah yang dapat menggabungkan keuntungan ekonomi dan ekologi secara
berkelanjutan. Di antara pendekatan yang saling melengkapi yang digunakan dalam model ini adalah:

Model Agroforestri Berbasis Wakaf: Model ini menggabungkan pertanian dengan konservasi hutan
(Restiyani et al., 2023). Dalam model ini, masyarakat dapat memanfaatkan lahan hutan lindung yang
diwakafkan untuk menanam tanaman pertanian yang tidak merusak ekosistem, seperti tanaman buah atau
tanaman keras, yang berfungsi sebagai penyangga lingkungan. Sistem agroforestri ini memungkinkan
masyarakat untuk tetap mendapatkan hasil ekonomi dari lahan yang diwakafkan sambil juga membantu
menjaga kelestarian hutan (Yaakob et al., 2017).

Model Ekowisata Berkelanjutan: Hutan lindung yang diwakafkan dapat digunakan sebagai destinasi
ekowisata dengan masyarakat lokal membantu mengelola wisata alam seperti trekking, melihat burung, atau
mengunjungi budaya. Metode ini tidak hanya membantu pelestarian hutan, tetapi juga memberi masyarakat
setempat lapangan kerja baru. Partisipasi masyarakat dalam ekowisata akan meningkatkan kesadaran akan
pentingnya menjaga ekosistem hutan sekaligus memberikan insentif finansial.

Model Kerja Sama Publik-Privat: Tanah hutan lindung dapat dikelola melalui kerja sama antara
pemerintah, lembaga wakaf, sektor swasta, dan masyarakat lokal. Pemerintah dapat menyediakan regulasi dan
kebijakan yang mendukung, sementara sektor swasta dapat menawarkan pendanaan dan teknologi untuk
pengelolaan hutan berkelanjutan. Untuk memastikan pengelolaan wakaf tanah berjalan dengan efektif, model
ini memungkinkan pembagian tugas yang jelas di antara para pemangku kepentingan.

Seorang ahli lingkungan dari universitas terkemuka di Indonesia berpendapat bahwa model pengelolaan
wakaf tanah hutan lindung berkelanjutan yang menggabungkan elemen ekonomi dan ekologi memiliki potensi
besar untuk diterapkan lebih luas, terutama di negara dengan keanekaragaman hayati yang luar biasa seperti
Indonesia. Dia menyatakan, "Pengelolaan wakaf tanah yang berbasis konservasi lingkungan dan
kesejahteraan masyarakat merupakan langkah strategis dalam menghadapi tantangan perubahan iklim
sekaligus memberdayakan ekonomi masyarakat lokal. Model ini dapat menjadi solusi alternatif terhadap
ancaman degradasi hutan dan eksploitasi sumber daya alam (Wijaya, 2023)."

Selain itu, ahli tersebut menekankan bahwa untuk memastikan keberlanjutan model ini, lembaga wakaf,
masyarakat, dan pemerintah harus bekerja sama. "Wakaf tanah hutan lindung bisa menjadi instrumen efektif
untuk melindungi kawasan hutan dari konversi yang merusak, namun keberhasilannya sangat bergantung pada
tata kelola yang baik, serta dukungan kebijakan yang jelas."Selain itu, ia menyatakan bahwa metode seperti
agroforestri dan ekowisata yang diterapkan di tanah wakaf hutan lindung dapat meningkatkan kesejahteraan
masyarakat, asalkan diterapkan dengan standar keberlanjutan yang ketat.

Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Pelestarian Lingkungan, Rekomendasi Kebijakan
dan Praktik untuk Mengoptimalkan Wakaf Tanah Hutan Lindung
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Hasil penelitian menghasilkan beberapa saran kebijakan dan praktik untuk meningkatkan pemanfaatan
wakaf hutan lindung:

Regulasi yang Mendukung Wakaf Lingkungan: Pemerintah harus membuat peraturan yang jelas tentang
penggunaan tanah wakaf di wilayah hutan lindung. Ini termasuk menetapkan status hukum yang jelas untuk
lahan yang diwakafkan dan menetapkan pedoman teknis untuk mengelola lahan tersebut sesuai dengan prinsip
pelestarian lingkungan dan pembangunan ekonomi masyarakat.

Penguatan Kapasitas Pengelola Wakaf: Organisasi wakaf yang bertanggung jawab untuk mengelola
tanah hutan lindung harus dilatih dan didukung dengan kemampuan manajemen serta pengetahuan tentang
pengelolaan lingkungan. Mereka dapat melakukan tugasnya dengan lebih efisien dalam menjaga kelestarian
hutan dan mengelola kegiatan ekonomi yang menguntungkan masyarakat sekitar.

Partisipasi Aktif Masyarakat Lokal: Model partisipatif harus melibatkan masyarakat lokal secara aktif
dalam perencanaan, pengelolaan, dan pemanfaatan lahan wakaf. Model ini meningkatkan kesadaran
masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan dan memberi mereka rasa memiliki terhadap program
wakaf, yang membantu menjamin keberlanjutan program dalam jangka panjang.

Kolaborasi antara berbagai pihak berwenang: Kerja sama antara masyarakat lokal, lembaga wakaf,
sektor swasta, dan pemerintah harus diperkuat. Sementara sektor swasta dapat terlibat dalam pendanaan dan
inovasi teknologi, pemerintah dapat memberikan dukungan kebijakan dan insentif. Diharapkan bahwa kerja
sama ini akan meningkatkan pengelolaan hutan lindung berbasis wakaf dan berdampak positif baik dari segi
ekologi maupun ekonomi.

Pemantauan dan Evaluasi Berkelanjutan: Mekanisme pemantauan yang terstruktur dan sistematis
diperlukan untuk memastikan bahwa pemanfaatan wakaf tanah hutan lindung sesuai dengan tujuan pelestarian
lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Evaluasi berkala juga diperlukan untuk menilai efektivitas
program dan untuk menyesuaikan strategi jika diperlukan. Promosi dan Pendidikan kepada Masyarakat:
Program wakaf tanah harus memasukkan edukasi tentang pentingnya menjaga hutan lindung dan keuntungan
ekonomi yang dapat dihasilkan dari pemanfaatan berkelanjutan. Masyarakat harus diberi kesempatan untuk
berpartisipasi secara aktif dalam pengelolaan lahan wakaf.

KESIMPULAN

Memanfaatkan wakaf hutan lindung sebagai solusi ekologis dan ekonomi bagi masyarakat di sekitar
Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Riau, menunjukkan potensi besar untuk menyeimbangkan antara
pelestarian lingkungan dan pemberdayaan ekonomi. Konsep wakaf memungkinkan hutan lindung dikelola
secara berkelanjutan, yang tidak hanya menjaga kelestariannya tetapi juga memungkinkan masyarakat
mendapatkan keuntungan ekonomi darinya. Studi ini menemukan bahwa gagasan wakaf lahan hutan lindung
dapat membantu pelestarian lingkungan karena pengelolaan yang berbasis pada prinsip wakaf melindungi
lahan dari penggunaan yang berbahaya. Selain itu, pengelolaan lahan hutan secara produktif melalui model
agroforestri, ekowisata, dan kolaboratif dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa merusak
ekosistem. Model pengelolaan wakaf hutan lindung yang menggabungkan elemen ekologi dan ekonomi telah
terbukti berhasil dalam menghasilkan solusi yang berkelanjutan. Selain itu, kerja sama antara pemerintah,
sektor swasta, lembaga wakaf, dan masyarakat lokal sangat penting untuk menjalankan program dengan cara
yang terbaik. Sangat penting untuk membuat regulasi yang jelas, meningkatkan kemampuan pengelola wakaf
dan masyarakat, dan melakukan pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan tentang pengelolaan lahan wakaf
hutan lindung. Wakaf tanah hutan lindung di Tambusai Utara dapat menjadi contoh model yang efektif untuk
menyelaraskan upaya pelestarian lingkungan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan membantu
mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
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